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ABSTRAK

DANIEL LAURENCE HEUMASSY, 2024. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum
Bagi Tenaga Kontrak Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja Pada Kantor Gubernur
Pemerintah Provinsi Papua (dibimbing oleh Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum.,
sebagai Pembimbing I dan Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., sebagai
Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Status dan
Kedudukan Tenaga Kontrak dalam pelaksanaan hubungan kerja pada Kantor
Gubernur Pemerintah Provinsi Papua, dan Perlindungan Hukum terhadap Hak
Normatif Tenaga Kontrak pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian
yang berkaitan dengan telaah dari aspek aturan perundang-undangan yang terkait
dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis empiris digunakan
untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Hubungan Kerja kaitannya dengan perlindungan hak-hak tenaga kontrak
terimplementasi dalam prakteknya ketenagakerjaan pada masyarakat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Status dan kedudukan hukum tenaga
kontrak dalam hubungan kerja pada Kantor Gubernur Provinsi Papua adalah
sebagai tenaga kerja dengan status sebagai pekerja tidak tetap berdasarkan Kontrak
Kerja yang dilakukan berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan kedudukan tenaga
kontrak adalah sebagai tenaga kerja atau pekerja swasta yang tidak sama atau bukan
sebagai pegawai ASN, sechingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban tenaga
kontrak pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagaimana
yang berlaku pada hubungan kerja tenaga kerja swasta pada umumnya yang bekerja
pada suatu perusahaan. Sementara Perlindungan Hukum bagi tenaga kontrak dalam
pelaksanaan hubungan kerja pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua
belum bahkan tidak terlindungi secara maksimal, hal ini didasarkan data dan fakta
dilapangan yang menunjukkan bahwa tenaga kontrak tidak mendapatkan
pembayaran upah yang sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi yang
berlaku, dimana upah yang diterima oleh tenaga kontrak adalah Rp 3.200.000,
perbulan sementara besaran upah yang berlaku adalah Rp.4.020.270,- perbulan
sesuai dengan SK Gubernur Papua Nomor 188.4/398/2023 yang berlaku sejak 1
Januari 2024. Demikian juga halnya dengan hak tenaga kontrak atas jaminan sosial
tidak terlindungi mengingat tenaga kontrak tidak diikutsertakan sebagai peserta
jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kontrak, Hubungan Kerja, dan Kantor

Gubernur Pemerintah Provinsi Papua



ABSTRACT

DANIEL LAURENCE HEUMASSY, 2024. “ Legal Protection Juridical Studies
for Contract Workers in the Implementation of Employment Relations at the Papua
Provincial Government's Governor's Office Juridical Legal Protection for
Contracts in the Implementation of Employment Relations at the Governor of the
Papua Provincial Government (Guided by Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum. , As
Supervisor I and Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., As Supervisor II).)

This research aims to determine and analyze the status and position of
contract workers in the implementation of employment relations at the Governor's
Office of the Papua Provincial Government, and legal protection for the normative
rights of contract workers at the Governor's Office of the Papua Provincial
Government.

The approach method used in this research is a normative juridical and
empirical juridical approach. The normative juridical approach is research related
to the study of aspects of statutory regulations related to the problem being studied,
meanwhile, an empirical juridical approach is used to see the extent to which laws
and regulations relating to employment relations in relation to protecting the rights
of contract workers are implemented in employment practice in society.

The results showed that the status and position of the contract of contract
personnel in the employment relationship at the Papua Province Governor's Office
was as a workforce with the status as a non -permanent worker based on a
employment contract based on a certain time. meanwhile, the position of contract
workers is as workers or private workers who are not the same or not as ASN
employees, so that the fulfillment of the rights and obligations of contract workers
is basically subject to the provisions of labor law as applicable to the employment
relationship of private workers in general who work in a company. Meanwhile,
legal protection for contract workers in carrying out work relations at the
Governor's Office of the Papua Provincial Government is not even maximally
protected, this is based on data and facts in the field which show that contract
workers do not receive wage payments in accordance with the applicable
Provincial Minimum Wage provisions, where the wage received by contract
workers is IDR 3,200,000, per month while the applicable wage amount is IDR
4,020,270,- per month in accordance with the Decree of the Governor of Papua
Number 188.4/398/2023 which has been in effect since January 1 2024. Likewise
with Contract workers' rights to social security are not protected considering that
contract workers are not included as social security participants in BPJS
Employment.

Key words: Legal Protection, Contract Labor, Employment Relations, and the
Governor's Office of the Papua Provincial Government.
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